SALINAN

BUPATI BATU BARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA,
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATU BARA

Menimbang

i

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BATU BARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Di Dacrah menyatakan “Bupati/Wali Kota
mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota dalam menyelenggarakan perizinan Berusaha di Daerah
Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten,/ Kota®,

bahwa Peraturan Bupati Batu Bara Nomeor 57 Tahun 2017
tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan
Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan
Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara sudah tidak

sesuai dan perlu diganti;



Mengingat

2

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Perizinan
Berusaha, Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas
Perianaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia 4681);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S038);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah |[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomeor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41];
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 MNomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang
Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten [ Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (S0OP) Administrasi Pemerintahan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
19086);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
{Berita Negara Republik Indenesia Tahun 2016 Nomor 1956);
Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara
sebhagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah
Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun

b



Menetapkan
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2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu
Bara;

1

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dan Standar
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu.

MEMUTUSEKEAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN

PENYELENGGARAN  PERIZINAN  BERUSAHA, PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUFPATEN
BATU BARA
BARB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inil yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memumpin pelaksanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
Bupati adalah Bupati Kabupaten Batu Bara;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
vang sclanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu
Bara;

5. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OS5 yang selanjutnya
disebut sebagai Lembaga 0S8 adalah lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang kordinasi
penanaman modal;

6. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Dacrah atau peraturan lainnya yang
merupakan  bukti  legalitas, menyatakan sah atau
diperbolehkannya scscorang atau badan untuk melakukan
usaha atau kegiatan tertentu,
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017
Tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh

pada tanggal ¢ sovoori 2013

BUPATI BATU BARA

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
Pada tanggal ¢ 2o 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

NORMA DELI SIREGAR
BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR wy

£
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